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ABSTRAK

Hasni Ramadhanti, 632022010, Skripsi Dengan Judul : Analisis Putusan
Hakim Terkait Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2024
Pengadilan Agama Kelas IA Jakabaring, Palembang). Skripsi Program Studi
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Palembang.

Analisis putusan hakim adalah hasil putusan yang diucapkan oleh hakim karena
jabatannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum setelah melakukan
proses hukum beracara pada umumnya yang berisikan amar pemidanaan atau
bebas dari segala tuntutan hukum yang dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk
menyelesaikan perkara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan
penafsiran hukum dalam praktik peradilan, khususnya terkait pembagian harta
bersama yang tidak selalu dilakukan secara sama rata, tetapi dipengaruhi oleh
kontribusi para pihak dan pertimbangan keadilan.

Skripsi ini bertujuan untuk membahas tentang tiga rumusan masalah, yaitu
Bagaimana pertimbangan hakim tentang pembagian harta bersama dalam
keputusan akibat perceraian menurut hukum islam di pengadilan agama kelas 1A
Palembang, Apa yang mempengaruhi putusan hakim dalam perkara pembagian
harta bersama akibat perceraian di pengadilan agama kelas IA Palembang, serta
Bagaimana dampak putusan hakim terhadap pembagian harta bersama setelah
putusan nomor 2558/Pdt.G/2024 di pengadilan agama kelas IA Palembang.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi
kasus Adapun alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data
primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah wawancara,
dokumentasi, observasi serta penyimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus
perkara harta bersama tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif dalam
Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, aspek
hukum, aspek ekonomi, aspek sosial-keluarga, aspek pembuktian, aspek
pelaksanaan putusan dan kondisi faktual para pihak selama perkawinan.
Keputusan hakim dipengaruhi oleh bukti-bukti, kontribusi masing-masing pihak,
serta prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Dampak perjanjian tersebut
menunjukkan bahwa pembagian harta bersama setelah perceraian harus
memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban agar tidak menimbulkan
kemudaratan bagi salah satu pihak. Dengan demikian, putusan hakim dalam
perkara harta bersama pada dasarnya mencerminkan upaya mewujudkan keadilan
substantif yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan peradilan
agama

Kata Kunci : putusan hakim, harta bersama, pengadilan agama
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang mengizinkan suami istri
untuk saling menikmati satu sama lain sesuai dengan aturan yang ditetapkan
oleh syariat.! Pasangan Suami istri tentunya menginginkan rumah tangganya
yang damai, penuh cinta, dan kasih sayang. Salah satu faktor pendorongnya
adalah adanya kekayaan. Dalam rumah tangga yang harmonis, kekayaan
bersama menjadi pelengkap kebahagiaan. Namun, jika terjadi
Ketidakharmonisan, kemungkinan perselisihan maupun pertengkaran menjadi
besar. Tak Jarang perselisihan terjadi hingga akhirnya terjadi konflik yang
berujung pada perceraian.?

Jika terjadi perceraian, pasti akan memengaruhi semua orang dalam
keluarga, terutama dari segi hukum. Dampak hukum dari perceraian juga
melibatkan anak-anak dan harta benda yang dimiliki selama pernikahan. Pada
tahap akhir, harta bersama sering kali menjadi sumber konflik. Tidak dapat
dipungkiri bahwa lembaga peradilan memiliki peran penting dalam
menyelesaikan masalah tersebut. Lembaga peradilan berfungsi sebagai tempat
bagi pasangan yang berselisih untuk menyampaikan pendapatnya, agar dapat
mengatur harta bersama antara kedua belah pihak. Perkawinan dalam

ketentuan hukum Indonesia, sah bilamana dilakukan sesuai ketentuan hukum

! Tiara Setyaranti Utami, dkk “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Mediasi,”
Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law 4, no. 1 (2023): 144-62.

2 Yusriana, “Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut
Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan 5, no. 2 (2022): 68-78.



Agamanya masing-masing, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
mencakup beberapa ketentuan mengenai harta Bersama, hal itu dijelaskan
secara rinci dalam Bab VII Pasal 35-37. Karena Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tidak secara tegas memberikan aturan terkait pembagian harta bersama,
hal ini menjadi kendala bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus
terkait harta bersama. Dari sisi psikologis, ini berdampak kurang baik
masyarakat yang mencari Keadilan. Kompilasi Hukum Islam menetapkan
bahwa penyelesaian sengketa harta bersama dilakukan melalui Pengadilan
Agama, sesuai dengan Pasal 88. Pasal tersebut Menyatakan bahwa jika ada
perselisihan antara suami dan istri mengenai harta bersama, Masalah tersebut
harus diajukan ke Pengadilan Agama. Penjelasan dalam Pasal ini
Menunjukkan bahwa ketentuan tersebut mulai berlaku sejak diberlakukannya
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.’

Presiden Indonesia, H. Soeharto menerbitkan Instruksi Presiden RI
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembentukan
KHI memudahkan penyelesaian atas problematika di bidang hukum Islam,
perkawinan (munakahat), waris (faraid) dan wakaf. Selain itu, memudahkan
Hakim Pengadilan Agama memeriksa, mengadili dan memutus perkara di
lingkungan Peradilan Agama. Sumber hukum dari KHI yakni Al-Qur’an dan
Hadist. Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan didasarkan akad yang
sangat kuat untuk melaksanakan ketentuan Allah SWT dan bagian dari ibadah,

sesuai Pasal 2 KHI. Tujuan perkawinan menciptakan rumah tangga sakinah

3 Dwi Anindya Harimurti, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum
Positif Dan Hukum Islam,” Jurnal Gagasan Hukum 3, no. 02 (2021): 149-71,
https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908.




(ketenangan), mawaddah (kasih sayang) dan rahmah (rahmat) sebagaimana
Pasal 3 KHI. dalam Islam, suami memiliki kewajiban membimbing istri dan
rumah tangganya. Demikian juga, bertugas menjaga istri dan membiayai
kehidupan rumah tangga sesuai kemampuan finansialnya. Membiayai
kehidupan rumah tangga antara lain nafkah, pakaian yang layak (kiswah),
tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan
anak beserta istri, dan biaya pendidikan anak. Tidak berhenti pada biaya
tersebut, suami wajib memberikan pengetahuan Agama dan memberikan istri
kesempatan menggali pengetahuan yang bermanfaat bagi Negara dan
masyarakat. Keseluruhan kewajiban suami dalam rumah tangga sesuai syariat
Islam diatur Pasal 80 Ayat 1 s.d. 4 KHI. Kewajiban suami berikan
perlindungan dan membiayai istri beserta keluarga sesuai kemampuan, diatur
juga dalam Pasal 34 Ayat 1 UU Perkawinan. Dalam Islam, Istri memiliki
kewajiban berbakti lahir dan batin kepada suami, sesuai Pasal 83 Ayat 1 KHI.
Demikian juga, istri pelaksana dan pengatur kebutuhan rumah tangga sehari-
hari, sebagaimana Pasal 83 Ayat 2 KHI. Istri yang tidak berbakti lahir dan
batin, kecuali dengan alasan yang sah, maka dinyatakan durhaka/memberontak
(nusyuz) sesuai Pasal 84 Ayat 1 KHI. Harta benda yang diperoleh selama
perkawinan, hukum Islam mengaturnya juga sebagai harta bersama sesuai

Pasal 35 Ayat 1 KHI.#

* Adji Prakoso, 2025, Yurisprudensi MA RI Lingkungan Peradilan Agama: Istri Kerja dan
Mengurus Rumah Tangga Dapatkan Harta Bersama Lebih Besar,
https.//marinews.mahkamahagung. go.id/putusan/istri-kerja-dan-mengurus-rumah-tangga-
dapatkan-harta-bersama-0dR.




Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta
yang dimiliki Seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti
penting bagi seseorang Karena dengan memiliki harta dapat memenuhi
kebutuhan hidup secara wajar dan Memperoleh status sosial yang baik dalam
masyarakat. Namun harta bersama tersebut Akan menjadi harta yang tidak lagi
dapat disebut sebagai harta bersama ketika telah Terjadi cerai mati atau
perceraian. Adapun untuk perbuatan hukum terhadap harta bersama, dilakukan
atas persetujuan bersama suami dan istri, sesuai Pasal 36 Ayat 1 KHI. Suami
dan istri wajib menjaga harta bersama, berdasarkan Pasal 89 dan 90 KHI.
Tanpa persetujuan salah satu pihak (suami/istri), harta bersama tidak dapat
dijual atau dipindahkan ke pihak lain, sebagaimana Pasal 92 KHI. Adapun
untuk harta bersama dikarenakan putusnya perkawinan akibat perceraian,
maka masing-masing berhak 2 dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan
lain dalam perjanjian perkawinan, berdasarkan Pasal 97 KHI. °

Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh activa (harta atau
kekayaan baik Berupa uang atau benda lain yang dapat dinilai dengan uang)
dan passiva (saham atau Kekayaan yang tidak memberikan keuntungan).
Percampuran ini bisa mencakup harta Bawaan dan/atau harta perolehan ke
dalam perkawinan yang akhirnya menjadi harta bersama. Sesungguhnya

percampuran kekayaan ini bukanlah masalah selama menjadi Kesepakatan

5Eni C. Singal, 2017, Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak
Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Lex Crimen, Vol. 6, No. 5,
him. 2



antara suami istri.® Dalam suatu kasus misalnya saat menikah suami sudah
memiliki rumah dan sepeda motor yang merupakan harta bawaan suami, maka
status kepemilikannya tetap ada pada suami ketika terjadi perceraian. Adapun
mengenai harta yang diperoleh setelah menikah statusnya merupakan harta
bersama, di mana suami dan istri berhak mendapatkan separuh bagian, kecuali
perjanjian perkawinan mengatur lain.

Nur Jihad mengingatkan bahwa ketentuan pembagian harta bersama
sebagaimana telah diurai di atas, bukanlah aturan yang bersifat mutlak. Suami
istri yang karena suatu alasan memutuskan untuk bercerai, dapat juga
melakukan urusan penyelesaian pembagian harta bersama dengan musyawarah
atau perdamaian (A/-shulh). Sebab bagaimanapun keduanya, pernah saling
mencintai, mengasihi, dan menghormati satu sama lain sebagai suami istri.’

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa: 128:

o~ <
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Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau
bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang
sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu

menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu

6 Pasca Puja Estryana, “ Peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta
bersama dalam perceraian” , Jurnal Locus Delicti, Vol. 3 Nomor 2, (2022): 148
https.//ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD.

" Al-Shulh adalah perjanjian untuk melakukan Perdamaian antara kedua belah pihak
(suami istri) setelah mereka Berselisih.




(dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap

apa yang kamu kerjakan. (Q.s An-Nisa: 128)®

Ayat di atas menerangkan tentang perdamaian yang diambil Oleh
suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam Perdamaian ini ada
yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat di atas, istri merelakan hak-
haknya kepada suami demi kerukunan antar Keduanya. Hal ini dikuatkan
dengan sabda Rasulullah SAW:” Dari Amru’ bin Auf al Muzani dari bapaknya
dari kakeknya Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perdamaian adalah boleh di
Antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang Mengharamkan yang halal
dan perdamaian yang menghalalkan yang haram”. (HR Abu Dawud, Ibnu
Majah, dan disahihkan Oleh Tirmidzi). Begitu juga dalam pembagian harta
bersama, salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya kadang harus
merelakan Sebagian haknya demi untuk mencapai suatu kesepakatan.
Umpamanya: suami istri yang sama-sama bekerja dan membeli Barang-barang
rumah tangga dengan uang mereka berdua, maka Ketika mereka berdua
melakukan perceraian, mereka sepakat bahwa Istri mendapatkan 40 % dari
barang yang ada, sedang suami Mendapatkan 60 %, atau istri 55 % dan suami
45%, atau dengan Pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada
kesepakatan mereka berdua.’ Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 menyatakan
bahwa harta benda yang didapat selama masa pernikahan menjadi harta

bersama. Aturan ini mengatakan bahwa dalam Hukum Islam, harta yang

8 Departemen Agama RI. 2022, Al-Qu’ran dan terjemahannya, Dalam
https://quran.com/id/Surah An-Nisa/128 (diakses pada tanggal 24 Oktober 2025)

® Akhmad Mujani,dkk.” Kedudukan harta dalam perkawinan berdasarkan perspektif
Islam” , Jurnal pendidikan dan studi Islam hlm. Vol. 5, No. 1 (2025): 154.



diperoleh oleh suami, istri, atau keduanya adalah rezeki dari Allah yang
diberikan untuk suami, istri, dan anak mereka. Rezeki yang didapat suami
adalah rezeki untuk dirinya sendiri, serta untuk istri dan anak-anaknya yang
diberikan melalui suami. Rezeki istri dan anak-anak juga datang melalui jalan
rezeki suami. Allah memberi kesempatan lebih lebar kepada suami untuk
mendapatkan rezeki karena Allah menitipkan rezeki istri dan anak-anaknya
kepada suami. rezeki yang diperoleh suami merupakan bukti dan cara Allah
memenuhi janjinya untuk memberi makan dan memampukan laki-laki dan
perempuan yang menikah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur’an surat An-

Nur ayat 32 :

23 ToEbotegs S SET L o& i ST T W e&% . 4RG| | 2T -
e 21588 ) 51550 () aSula) 5 2Salie (e Gaaliall aSie WGV ) 2l g
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Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu
dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu,
baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(Q.s. An-Nur: 32)!°

Ajaran dalam ayat tersebut secara tidak langsung melarang suami
beranggapan harta yang diperolehnya selama ikatan perkawinan adalah

hartanya sendiri. Suami dilarang mengatakan kepada istrinya: * janganlah

10 Departemen Agama RI. 2022, Al-Qu 'ran dan terjemahannya, Dalam
https://quran.com/id/Surah An-Nur/32 (diakses pada tanggal 24 Oktober 2025)



kamu suka mengatur suami atau janganlah kamu terhadap suami, karena
harta ini adalah hartaku yang berasal dari hasil kerjaku, jika kamu tidak saya

2

beri uang (harta) pastilah kamu menderita . Perkataan dan anggapan
semacam itu merupakan kesombongan kepada Allah dan keangkuhan kepada
manusia. Seolah-olah dia yang memberi rezeki dan memberi makan kepada
istri dan anaknya. Oleh karena itu anggapan itu harus diubah menjadi
kesadaran bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
milik bersama suami dan istri untuk rumah tangganya.

Aturan tersebut juga melarang istri memandang harta yang didapatkan
selama menikah sebagai miliknya sendiri. Istri tidak boleh berkata kepada
suaminya seperti ini: “Tanpa kamu aku tetap bisa sukses, kekayaanku lebih
bagus daripada kamu, uangmu tidak cukup tanpa uangku, jadi tahu dirilah
kamu, jangan beri tahu atau menyakiti aku, biar kamu tidak menyesal nanti.”
Pendapat seperti ini jelas menunjukkan ketidakpuasan terhadap Allah dan
melanggar pernikahan dengan suami. Sepertinya rezeki istri hanya menjadi
miliknya sendiri dan bisa dibeli apa saja. Padahal, istri bekerja itu atas izin dan
keridhaan suami. Jika suami tidak mengizinkannya bekerja di luar rumabh,
maka istri berdosa jika tetap bekerja. Karena itu, pendapat semacam itu harus
diganti dengan pemahaman bahwa harta yang didapatkan dari pekerjaan suami
atau istri adalah harta bersama, milik pasangan suami istri sebagai satu
kesatuan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Pasal 36 KHI menyatakan
bahwa terhadap harta bersama suami atau istri, kedua pihak dapat

menggunakan, membelanjakan, atau menahannya dengan kesepakatan



bersama. Hal ini harus dipahami dengan baik, karena jika tidak, bisa
menyebabkan konflik yang memicu terjadinya perceraian.!' Sedangkan pada

surat An-Nisa’ ayat 32 disebutkan :
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Artinya: Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah
dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-
laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun)
ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian
dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala
sesuatu.(Q.s.An-Nisa: 32)"?

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa angan-angan untuk memperoleh
sesuatu sebagaimana dimiliki orang lain bisa mendorong seseorang melakukan
pelanggaran. Ayat ini berpesan agar menghindari kebiasaan berangan-angan
yang menimbulkan sifat ir1 dan dengki kepada sesama. Dan Janganlah kamu
berangan-angan yang membuat kamu iri hati terhadap karunia yang telah
dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, baik
karunia itu berupa kecerdasan, kemuliaan, nama baik, pangkat, dan jabatan,
maupun dalam bentuk harta benda serta kekayaan yang berlimpah. Karena

bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan yang sesuai dengan

1 Kusnoto, SHI, MH, 2025, “ Memahami tujuan hukum pengaturan harta dalam
perkawinan” https://www.pa-tarempa.go.id/publikasi-dokumentasi-penyiaran/arsip-artikel-warga-
peradilan/693-memahami-tujuan-hukum-pengaturan-harta-dalam-perkawinan.

12 Departemen Agama RI. 2022, Al-Qu 'ran dan terjemahannya, Dalam
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10

ketentuan Allah dan sesuai pula dengan apa yang mereka usahakan, dan begitu
pula bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan sesuai
petunjuk Allah dan apa yang mereka usahakan. Oleh sebab itu, janganlah
berangan-angan yang menyebabkan iri hati. Mohonlah kepada Allah dengan
tulus agar kamu dianugerahinya sebagian dari karunianya yang berlimpah ruah
itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu termasuk angan-angan
dan iri serta kedengkian yang tersembunyi dalam hati kamu. Hak masing-
masing pasangan dalam harta yang diperoleh selama perkawinan. setiap suami
dan istri memiliki hak atas harta yang mereka hasilkan, dan tidak ada
pencampuran kepemilikan harta kecuali dengan kesepakatan atau syirkah
(kerja sama).

Pada intinya, yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan
penelitian ini Jalah karena ketentuan hukum yang ada terkadang
diinterpretasikan berbeda dalam putusan hakim, terutama terkait aspek
keadilan dan kesetaraan antara suami dan istri pasca perceraian. Selain itu,
sikap hakim dalam menyelesaikan penyelesaian kepemilikan harta bersama
juga mempengaruhi faktor-faktor kontekstual seperti peran dan kontribusi
masing-masing pihak selama masa perkawinan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan
sebuah Penelitian yang berjudul “ Analisis putusan hakim terkait pembagian
harta bersama akibat perceraian dalam perspektif hukum Islam (studi kasus
putusan nomor 2558/pdt.G/2024 pengadilan Agama kelas IA jakabaring,

palembang)”.



11

B. Fokus Penelitian

Untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap pembahasan
skripsi ini, diperlukan beberapa pembahasan yang menyangkut mengenai judul
yang diangkut oleh penulis yaitu: Analisis putusan hakim terkait pembagian
harta bersama akibat perceraian dalam perspektif hukum islam (studi kasus
putusan nomor 2558/pdt.G/2024 pengadilan Agama kelas IA jakabaring,
palembang). Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara harta
bersama akibat perceraian dalam keputusan pengadilan termasuk Dampak
keputusan hakim terhadap pembagian harta bersama, terutama terdapat
pengaruh apa dari pengetahuan hakim dalam mengarahkan putusannya dalam

perkara harta bersama akibat keputusan pengadilan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan
masalah Dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang pembagian harta bersama
dalam keputusan akibat perceraian menurut Hukum Islam di
pengadilan Agama kelas IA Palembang ?

2. Apa yang mempengaruhi putusan hakim dalam perkara pembagian
harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama kelas IA
Palembang ?

3. Bagaimana dampak putusan hakim terhadap pembagian harta bersama
setelah putusan nomor 2558/Pdt.G/2024 di pengadilan Agama kelas [A

Palembang ?
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D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan
ada beberapa tujuan dalam Penelitian ini adalah:
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang pembagian harta
bersama dalam keputusan akibat perceraian menurut Hukum

Islam di Pengadilan Agama kelas IA Palembang.

b. Untuk mengetahui pengaruh putusan hakim dalam perkara
pembagian harta Bersama akibat perceraian di Pengadilan

Agama kelas 1A Palembang.

c. Untuk mengetahui dampak putusan hakim terhadap pembagian
harta bersama setelah putusan nomor 2558/Pdt.G/2024 di

pengadilan Agama kelas IA Palembang.

2. Kegunaaan Penelitian

a. Memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana
pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama setelah
perceraian  dalam konteks hukum Islam, sehingga dapat

mengetahui konsistensi dan pola putusan yang diambil.

b. Menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi praktisi hukum dan
pengadilan Agama dalam menangani perkara Perceraian terkait
harta bersama, agar putusan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip

hukum Islam.



C.

13

Memudahkan pemahaman masyarakat, khususnya para pihak
yang bersengketa, tentang hak dan kewajiban terkait harta
bersama setelah perceraian berdasarkan keputusan hakim yang

berlandaskan pada hukum Islam.
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https://pa-palembang.go.id/Visi dan misi/. diakses pada tanggal 25 Februari 2026



https://quran.com/id/Surah
https://quran.com/id/Surah
https://quran.com/id/Surah
https://pa-demak.go.id/id/kepaniteraan/kewenanganjenisperkara/
https://pa-palembang.go.id/sejarah-pengadilan-agama/
https://pa-palembang.go.id/Visi%20dan%20misi/
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https://pa-palembang.go.id/Tugas pokok dan fungsi/. diakses pada tanggal 25
Februari 2026.

https://pa-pengadilan.go.id/struktur-organisasi/. diakses pada tanggal 04 Maret
2026

Wawancara

Lukmin, S.Ag., M.E, Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, wawancara
oleh peneliti, Tanggal 6 Maret 2026 pada jam 08:50 WIB.

Dinata Shofia Salsabilla, S.H. Panitera pengganti Pengadilan Agama Kelas [A
Palembang, Wawancara oleh peneliti, tanggal 6 Maret 2026 pada jam 09:12
WIB.

Sari Mayadinanty, S.H.I. Panitera pengganti Pengadilan Agama Kelas [A
Palembang, Wawancara oleh peneliti, tanggal 6 Maret 2026 pada jam 08:59
WIB.


https://pa-palembang.go.id/Tugas%20pokok%20dan%20fungsi/.%20diakses%20pada%20tanggal%2025
https://pa-pengadilan.go.id/struktur-organisasi/

